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BAB 

1 TUJUAN MENJADIKAN EKOSIDA SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA 

 

 

A. Penerapan Ekosida Sebagai Extra Ordinary Crime 

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber 

daya alam yang melimpah. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3), 

yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, dalam 

kenyataannya, masih banyak tindakan baik dari individu, 

korporasi, maupun organ terkait pemerintah yang masih 

sewenang-wenang dan merusak lingkungan. Kerusakan 

tersebut akhirnya membawa dampak yang sangat buruk 

bagi lingkungan.  

Karena sifat kerusakannya yang tidak terbatas pada 

wilayah dan negara. Intergovernmental Science Policy 

Platform on Biodiversity and Ecosystem Service (IPBES) 

melaporkan pada 2019 bahwa satu juta spesies telah punah 

dalam 50 tahun terakhir akibat aktivitas manusia. Selain 

itu 240 juta hektar hutan alam sudah hilang dalam kurun 

1990-2015. Data laporan IPBES itu selaras dengan 

penegasan laporan sejenis yang dikeluarkan oleh 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 

2018 dimana telah terjadi kenaikan suhu bumi sebesar 

0.2ºCelsiusper dekade atau sebesar 1ºCelsiusdalam kurun 

TUJUAN MENJADIKAN 

EKOSIDA SEBAGAI 

KEJAHATAN LUAR BIASA 
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BAB 

2 TANGGUNGJAWAB PIDANA KORPORASI PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN 

 

 

A. Tindak Pidana Lingkungan Oleh Korporasi  

Permasalahan yang berkenaan dengan Badan 

Hukum, khususnya berupa Korporasi terus berkembang. 

Tidak saja dalam lapangan hukum perdata, namun juga 

dalam lapangan hukum Administrasi dan lapangan 

hukum pidana. Justru dalam lapangan hukum pidana ini 

menjadi satu perkembangan menarik, terutama dalam hal 

pertanggungjawabannya. Menelusuri perkembangan 

Badan Hukum berupa korporasi mulai dari abad 

pertengahan hingga abad ini, cukup memberikan 

informasi untuk mencari hubungan antara pertumbuhan 

korporasi yang pesat dengan timbulnya kejahatan 

korporasi dalam lapangan hukum pidana dimaksud. 

Dewasa ini, Korporasi multinasional telah 

menunjukkan akumulasi kekayaan besar-besaran, bahkan 

menurut Barnet dan Muller, aset fisik yang dimiliki oleh 

korporasi global pada tahun 1974 telah mencapai lebih dari 

$200 miliar. Implikasi dari bisnis dunia yang didominasi 

oleh korporasi besar tersebut, telah memasuki semua 

aspek kehidupan manusia. Karena, dapat menentukan 

pekerjaan bagi banyak orang, makanan, minuman dan 

pakaian, dan sebagainya. Di samping itu, suatu korporasi 

dapat pula mengancam pemerintahan suatu negara di 

TANGGUNGJAWAB 

PIDANA KORPORASI 

PADA KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 



46 

 

BAB 

3 PENGHUKUMAN BAGI KORPORASI PERUSAK LINGKUNGAN 

 

 

A. Pengendalian Pada Kejahatan Lingkungan 

Pengalihfungsian lahan dengan menggunakan pola 

pembakaran di Indonesia sebenarnya telah berlangsung 

sejak lama. Namun mulai menjadi perhatian sejak 

masifnya alih fungsi lahan yang terjadi hampir di seluruh 

Indonesia pada tahun 1996 yang menyebabkan kabut asap 

di beberapa daerah. Indonesia sendiri sebenarnya telah 

memiliki aturan terkait tata cara pengelolaan hutan seperti 

Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 

Tentang Perkebunan, atau Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Namun ironinya, pengalihfungsian 

lahan menggunakan pola pembakaran hingga 

menyebabkan pencemaran udara berupa kabut asap 

masih terus berulang bahkan hingga sekarang. 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang 

Perkebunan misalnya, melarang penggunaan pola 

pembakaran guna membuka atau membersihkan lahan 

dengan ancaman sanksi pidana atau mengganti kerugian 

sebesar 3 hingga 10 milyar rupiah. Meski undang- undang 

tersebut masih membuka peluang boleh melakukan 

pembakaran dengan syarat harus memperhatikan 

PENGHUKUMAN BAGI 

KORPORASI PERUSAK 

LINGKUNGAN 
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BAB 

4 ASAS STRICT LIABILITY PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN OLEH KORPORASI 

 

 

A. Pembangunan dan Perubahan pada Lingkungan 

Pembangunan dan perubahan merupakan hal 

mutlak yang harus dilakukan oleh manusia agar mampu 

bertahan menghadapi waktu yang terus berjalan, 

pembangunan tersebut haruslah sesuai dan sejalan dengan 

apa yang dikehendaki. Pembangunan yang terjadi sampai 

saat ini tidak dapat dipungkiri memiliki dampak yang 

positif terhadap kesejahteraan dan kemajuan bangsa 

Indonesia. 

Pembangunan yang terjadi sedikit banyak telah 

membuat masyarakat menikmati teknologi yang terus 

tumbuh, meningkatkan perekonomian, bahkan 

pembangunan juga memiliki peran yang sangat besar 

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun 

demikian pembangunan juga menimbulkan dampak yang 

negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Salah satu 

dampak negatif dari pembangunan biasanya berkaitan 

erat dengan lingkungan hidup. Pembangunan yang 

dilakukan seringkali menimbulkan masalah bagi 

kelangsungan lingkungan hidup. Hilangnya kesehatan 

dan turunnya kualitas hidup masyarakat oleh pencemaran 

atau keracunan, rusaknya tempat usaha dan tempat 

tinggal oleh erosi dan banjir, serta timbulnya masalah 

ASAS STRICT LIABILITY 

PERTANGGUNGJAWABAN 

PIDANA LINGKUNGAN OLEH 

KORPORASI 
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BAB 

5 DELIK IZIN LINGKUNGAN YANG TERABAIKAN 

 

 

A. Tujuan Delik Izin Lingkungan di Indonesia 

Delik izin lingkungan mempunyai esensi dasar yang 

sama dengan delik lainnya pada hukum pidana di mana 

dalam hal ini hanya khusus mengenai delik kaitannya 

dengan izin lingkungan yang bersumber pada UUPPLH. 

Delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum 

dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut 

dikenakan sanksi pidana. Selain itu perbuatan pidana 

dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan 

hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa 

larangan ditujukan pada orang yang menimbulkan 

perbuatan pidana itu. 

Pengertian delik menurut Simons adalah tindakan 

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 

ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya 

tersebut dapat dipertangggungjawabkan dan oleh 

undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang 

dapat dihukum . Delik dalam hukum pidana dapat dibagi 

menjadi delik formil dan delik materiil. Delik formil 

adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada 

perbuatan tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun 

dari perbuatan itu.  

  

DELIK IZIN LINGKUNGAN 

YANG TERABAIKAN 
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BAB 

6 PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DAN DAMPAKNYA 

 

 

A. Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Lingkungan Hidup 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut UUD NRI Tahun 1945) secara eksplisit menegakan 

bahwa tujuan pendirian negara dan pembentukan 

pemerintahan negara adalah untuk memajukan 

kesejahteraan umum. Di dalam mencapai kesejahteraan 

umum tersebut, maka UUD NRI 1945 memberikan kepada 

negara hak ekslusif untuk menguasai lingkungan hidup 

dan sumber daya alam, yang dalam literatur hukum 

dikenal dengan hak menguasai negara. 

Secara konstitusional hak negara atas lingkungan 

hidup beserta dengan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang 

PHQ\DWDNDQ�� ´%XPL�� DLU� GDQ� NHND\DDQ� DODP� \DQJ�

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan 

UDN\DWµ��%HUGDVDUNDQ�KDN�PHQJXDVDL�QHJDUD��PDND�QHJDUD�

berhak untuk mengatur dan menetapkan berbagai 

kebijakan dan regulasi sebagai guidance dan legal baseline 

PEMBAHARUAN SISTEM 

HUKUM PIDANA 

LINGKUNGAN DAN 

DAMPAKNYA 
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BAB 

7 SAMPAH ILEGAL DAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN 

 

 

A. Impor Sampah Ilegal Di Indonesia 

Dewasa ini, bahasan mengenai ancaman terhadap 

lingkungan menjadi salah satu aspek penting yang 

menjadi fokus baru negara-negara di dunia. Salah satu 

ancaman besar yang sedang dihadapi oleh banyak negara 

adalah masalah limbah. Dengan bertambahnya 

produktivitas dan konsumsi seseorang, maka semakin 

banyak limbah yang ia hasilkan. Saat ini, Indonesia masih 

menghadapi tantangan besar terkait sampah dalam negeri. 

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, jumlah timbunan sampah nasional telah 

sampai pada angka 67,8 juta ton dan berpotensi 

mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya 

jumlah penduduk.92 Menurut Alue Dohong, Wakil 

Menteri LHK, jika pemerintah tidak segera melakukan 

upaya-upaya signifikan terhadap permasalahan ini dan 

 

92  Tribun News. (2020, Februari 22). KLHK: Timbunan Sampah 

Setahun Mencapai 68,7 Juta Ton Artikel ini telah tayang di 

Tribunnews.com dengan judul KLHK: Timbunan Sampah Setahun 

Mencapai 68,7 JutaTon, 

https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/22/klhk-timbunan-

sampah-setahun- mencapai-687-j. 

SAMPAH ILEGAL DAN 

DAMPAK PENCEMARAN 

LINGKUNGAN 
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BAB 

8 KONTRUKSI PAJAK LINGKUNGAN DI INDONESIA 

 

 

A. Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan  

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 3 

Tahun 2020) mengandung problem substansi. 

Permasalahannya adalah pertama, mengenai penyelesaian 

hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan 

mineral dan batubara yang problematik, kedua, mengenai 

mekanisme perizinan dan pengawasan lingkungan area 

pertambangan pasca UU No. 3 Tahun 2020.  

Kebijakan pertambangan mineral dan batubara di 

Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat 

signifikan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara (UU No. 3 Tahun 2020). UU No. 3 Tahun 2020 

dibentuk dan disahkan dengan problem yang cukup serius 

baik dari segi proses pembentukan maupun substansi 

materi muatannya.  

Persoalan tersebut diantaranya secara formil dan 

materiil, yang semestinya masih perlu ada pembahasan 

atas beberapa materi muatan dari perizinan, konstruksi 

hukum pusat-daerah dalam pengusahaan pertambangan, 

KONTRUKSI PAJAK 

LINGKUNGAN  

DI INDONESIA 
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